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ABSTRAK

Wacana pembentukan Provinsi Madura telah lama menjadi perbincangan
publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kelayakan
wacana tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan
Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Isu ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan
yang mendasar. Alasan yang pertama adalah permasalahan lahan dan pertumbuhan
penduduk. Kedua permasalahan insfrastruktur yang kurang memadai terutama jalan
dan fasilitas umum. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan sumber alam dalam
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Permasalah-permasalahan
diatas timbul akibat dari pembangunan daerah yang masih belum merata akibat
kurang wilayah yang cukup luas sehingga tingkat keterjangkauannya masih kecil.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, melalui
kajian pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
penelitian ini mengkaji aspek yuridis, potensi manfaat (maslahah), dan tantangan
yang dihadapi dalam pembentukan Provinsi Madura.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Madura
memiliki potensi untuk mewujudkan berbagai maslahah, seperti meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan memperkuat
identitas lokal. Namun, pembentukan provinsi baru juga membawa sejumlah
tantangan, antara lain terkait kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan
anggaran, dan koordinasi antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang
lebih mendalam dan komprehensif untuk memastikan bahwa pembentukan Provinsi
Madura benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat

Madura dan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Pemekaran wilayah, pemerintah daerah, maslahah murshalah



MOTTO

“Tidak ada kesuksesan dan keberhasilan tanpa kerja keras
dan diiringi Do’a. Namun apabila berani bekerja keras dan
tidak putus asa,serta selalu diiringi dengan Do’a,
kebahagaian dan hidup yang aman, tentram dan nyaman

akan di dapatkannya”

(Penulis)

“Jika semua keinginan atau rencana kita tidak sesuai
dengan harapan, tenanglah, tersenyumlah dan sabarlah,
ingatlah bahwa kita manusia mendesain dengan cita-cita,
sedangkan Allah SWT mendesain kita dengan kasih

sayang dan cinta”
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pulau Madura terletak di bagian timur laut Provinsi Jawa Timur, Indonesia,
dengan koordinat geografis di antara 6°21' - 7°40' lintang selatan dan 113°03' -
114°21' bujur timur. Secara historis, pulau ini terpisah dari Pulau Jawa oleh Selat
Madura, sebuah saluran laut yang memisahkan kedua pulau tersebut. Namun,
seiring dengan perkembangan infrastruktur, Pulau Madura kini terhubung langsung
dengan Pulau Jawa melalui Jembatan Suramadu. Jembatan ini menghubungkan
Kota Surabaya, yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, dengan Kabupaten
Bangkalan di Pulau Madura, mengurangi waktu tempuh dan memperkuat integrasi
ekonomi antara kedua wilayah.

Pulau Madura memiliki luas wilayah sekitar 5.168 kmz2. Pulau ini dibagi
menjadi empat kabupaten administratif: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten
Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Setiap kabupaten
memiliki karakteristik dan potensi ekonominya masing-masing, namun secara
keseluruhan, pulau ini dikenal dengan tradisi budaya yang kaya dan kekayaan
sumber daya alam. Dengan jumlah penduduk mendekati 4 juta jiwa, Madura
merupakan salah satu pulau yang padat penduduk dan memiliki potensi signifikan
dalam hal pertanian, perikanan, dan industri lokal. Keberadaan Jembatan Suramadu
dan perkembangan infrastruktur lainnya diharapkan dapat lebih mempercepat

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Madura.t

! Imam Arifin, Sri Setiadji, And Hufron, ‘Pembentukan Madura Sebagai Provinsi Menurut Hukum
Indonesia’’, Hal 4.



Kehidupan masyarakat Madura mencerminkan dinamika yang kompleks dan
mencakup berbagai aspek, tidak hanya dari sudut pandang sosiologis tetapi juga
dari perspektif agama, budaya, ekonomi, serta norma dan nilai-nilai yang berlaku
secara umum. Pulau Madura dikenal dengan berbagai elemen budaya khas, seperti
kerapan sapi, tari pecut, pedagang sate, dan penggunaan celurit, yang semuanya
merupakan bagian integral dari identitas budaya daerah tersebut. Namun, pola pikir
patriarki yang mendalam juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat
Madura. Misalnya, dalam sektor pendidikan, terdapat pemisahan yang ketat antara
laki-laki dan perempuan, yang sering kali mencerminkan adanya diskriminasi
gender. Diskriminasi semacam ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia
di Madura, yang sering kali dianggap masih relatif rendah. Faktor-faktor ini
menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan dan
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Madura secara keseluruhan.

Dilihat dari kacamata geografis, pulau madura ini bukanlah wilayah yang
kecil. Daerah yang terdiri dari satu pulau utama dan terdapat empat kabupaten
dimadura dari ujung barat sampai timur yakni, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten
Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep dan juga banyak pulau
kecil disekitarnya merupakan sebuah tantangan sekaligus menjadi titik fokus
pemerintah setempat dalam pemerataan pembangunan dan insfrastruktur sebagai
upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua
warganya mendapatkan hak yang setara dalam pelayanan publik, pendidikan,

kehidupan yang layak, dan keadilan, sebagaimana diatur dalam alinea keempat



Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Aspek ekonomi juga memainkan peranan
penting, karena mengatur dan membangun hubungan ekonomi antar individu
melalui berbagai lembaga dalam struktur sosial. Oleh karena itu, pemekaran
wilayah Madura menjadi daerah baru dapat menjadi langkah strategis untuk
mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di
kawasan tersebut.

Isu pemekaran wilayah Madura sudah lama digaungkan. Pemekaran wilayah
Madura merupakan sebuah upaya untuk membagi wilayah Madura menjadi
beberapa bagian yang lebih kecil. Sebelumnya isu ini dilatar belakangi oleh
beberapa alasan yang mendasar. Alasan yang pertama adalah permasalahan lahan
dan pertumbuhan pendudukan. Kedua permasalahan insfrastruktur yang kurang
memadai terutama jalan dan fasilitas umum. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan
sumber alam dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Permasalah-permasalahan diatas timbul akibat dari pembangunan daerah yang
masih belum merata akibat kurang wilayah yang cukup luas sehingga tingkat
keterjangkauannya masih kecil.

Pemekaran wilayah hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah tersebut sehingga diharapkan
permasalahan-permasalahan yang ada saat ini dapat diatasi dan memberikan solusi
yang lebih baik untuk masyarakat Madura. Tujuan dari pemekaran wilayah ini yang
Pertama, dengan adanya pemekaran wilayah, pemerintah dapat lebih fokus dalam
mengelola dan mengatasi permasalahan pembangunan yang ada di Madura. Kedua,

pemekaran wilayah juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena



wilayah yang lebih kecil dapat lebih mudah dijangkau oleh pemerintah daerah.
Selain itu, pemekaran wilayah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan
ekonomi bagi masyarakat Madura melalui pengembangan potensi daerah yang
lebih terfokus.?

Namun, penting untuk dicatat bahwa pembentukan daerah baru harus
memenuhi syarat-syarat administratif yang ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini
menjelaskan berbagai kriteria yang harus dipenuhi agar pembentukan daerah baru
dapat dipertimbangkan dan disetujui. Selain itu, Pasal 32 ayat (1) dari undang-
undang tersebut mengidentifikasi dua jenis pembentukan daerah: pemekaran daerah
dan penggabungan daerah. Pemekaran daerah melibatkan pembagian wilayah yang
sudah ada menjadi beberapa wilayah baru, sedangkan penggabungan daerah
mencakup penggabungan beberapa wilayah yang terpisah menjadi satu kesatuan
administratif. Keduanya memerlukan prosedur dan persyaratan tertentu untuk
memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara tepat dan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.® Pemekaran dan penggabungan daerah bertujuan
untuk membuat daerah administratif baru.

Pemekaran daerah, seperti yang telah dijelaskan, dilakukan melalui tahap-
tahap seperti Daerah Persiapan Provinsi atau Daerah Persiapan Kabupaten/Kota.
Proses persiapan ini mencakup sejumlah aspek penting, termasuk geografi,

demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi pertumbuhan ekonomi

2 Arifin And Sri Setiadji, ‘“Pembentukan Madura Sebagai Provinsi Menurut Hukum Indonesia,”
Hal 199.

8 Kambuno, ‘Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah’, Hal 1-16.
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dan keuangan daerah, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan
menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Aspek-aspek ini menjadi parameter
utama untuk menilai kelayakan sebuah daerah atau wilayah untuk dimekarkan
menjadi entitas administratif baru. Secara jangka panjang, elemen-elemen tersebut
berfungsi sebagai pilar dasar dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang
sejahtera dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas,
peneliti mengidentifikasi sejumlah permasalahan menarik yang akan menjadi fokus
kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap wacana pemekaran wilayah Madura
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah?

2. Apa pengaruh pemekaran wilayah Madura terhadap kondisi pulau Madura
jika dilihat dari perspektif Maslahah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan penjelasan dan pemahaman terkait dengan hal yang
melatar belakangi syarat-syarat suatu wilayah dapat atau harus dimekarkan
menjadi wilayah baru, dengan mempertimbangkan dampak positif dan
negatif yang akan ditimbulkan akibat dari pemekaran wilayah tersebut.

2. Untuk memberikan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan
kualifikasi suatu wilayah dapat dimekarkan dalam Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan maslahah mursalah



D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis (Keilmuan)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan gagasan
ketatanegaraan berdasarkan perspektif Hukum Islam. Selain itu, dengan
adanya penelitian ini diharapkan mampu menumbuh kembangkan rumpun
keilmuan islam dalam berbagai aspek terutama dalm kenegaraan.

2. Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas,
menjadi pedoman dan rujukan pihak-pihak yang berkaitan dengan ruang
lingkup studi keilmuan Hukum Tata Negara dan Hukum Islam

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisi tentang sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang
pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan
penelitian yang akan dilakukan.*

Pertama, artikel jurnal karya Ida Ayu Purba Riani dan M. Pudjihardjo yang
berjudul Analisis Dampak Pemekaran wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita,
Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Wilayah Di Provinsi Papua. Artikel jurnal ini
membahas tentang dampak kebijakan pemekaran wilayah di Provinsi Papua
terhadap aspek ekonomi, seperti pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, dan
ketimpangan antar wilayah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemekaran wilayah

tidak signifikan meningkatkan pendapatan perkapita, namun berhasil mengurangi

* Tim Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa
(Yogyakarta: Fakultas Syariah Press,2009), HIm 3.
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tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan. Meskipun demikian, kebijakan ini tidak
signifikan dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah di Provinsi Papua.®
Kedua, artikel jurnal karya Andik wahyu Mugoyyidin dengan judul
Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep,
Fakta Empiris dan Rekomendasi Ke Depan. Secara keseluruhan artikel jurnal ini
membahas tentang pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di
Indonesia. Artikel tersebut mengulas dampak dari pemekaran wilayah terhadap
aspirasi, keberagaman, dan otonomi lokal, namun juga menyoroti masalah yang
muncul seperti  konflik lintas daerah, ketidakjelasan geografis, struktur
kelembagaan yang tidak jelas, masalah keuangan, dan masalah SDM. Selain itu,
artikel jurnal ini juga membahas tantangan dan rekomendasi ke depan terkait
dengan pemekaran wilayah, serta menyoroti kompleksitas fenomena pemekaran
wilayah dan otonomi daerah yang melibatkan aspek politik, sosial, dan ekonomi
serta Landasan hukum terkait kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.®
Ketiga, artikel jurnal karya Wildan Fauzi Harahap, Imsar dan Nur Ahmadi Bi
Rahmani, dengan judul Analisis Efektivitas Pemekaran Daerah Kabupaten Padang
Lawas Dalam Perspektif Maqgasyid Syariah. Artikel ini membahas tentang
pemekaran daerah Kabupaten Padang Lawas yang memprioritaskan aspek menjaga
harta dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas

sumber daya manuisa (SDM) dengan upaya peningkatan pendidikan dan juga

% Ida Ayu Purba Riani Dan M. Pudjihardjo, “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap
Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Wilayah Di Provinsi Papua,” Jurnal
Bumi Lestari, Vol. 12:1 (Febuari 2012), HIm 140-145.

® Andik Wahyu Muqoyyidin, “Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi
Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan,” Jurnal Konstitusi, Vol. 10:2
(Juni 2013), HIm. 291-302.
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pelatihan, hal ini didasari oleh minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkeahlian dan berintelektual yang tinggi di Kabupaten Padang Lawas. Dengan
menjaga sumberdaya manusia maka harta dan fasilitas yang ada di Kabupaten
Padang Lawas saat ini akan terjaga dan juga bisa dikembangkan oleh masyarakat
itu sendiri, maka tujuan dari otonomi daerah dalam mengurus rumah tangganya
sendiri terwujudkan dengan baik.’

Keempat, artikel jurnal karya Surya Akbar, dengan judul “Analisa Masalah-
Masalah yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan
Otonomi Daerah”. Jurnal ini membahas tentang masalah- masalah yang di
timbulkan setelah adanya pemekeran wilayah dan juga adanya masalah ini penulis
juga ingin mencapain tujuan yang diharapakan yakni meningkatkan kualitas
pelayanan public kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Perlu juga adanya kebutuhan
masyarakat dan urgensinya terhadap suatu permasalahan khususnya dalam bidang
pelayanan untuk melahirkan DOB. Dengan munculnya DOB ini tentunya dapat
menambah beban terhadap APBN namun itu merupakan tanggung jawab utama
dibentuknya sebuah organisasi pemerintahan dan dapat juga tercapai bukan hanya
sekedar untuk mencapai tujuan kelompok atau golongan namun untuk kepentingan

bersama dan bisa bermanfaat untuk bersama.®

" Wildan Fauzi Harahap, Imsar Dan Nur Ahmadi Bi Rahmani, “Analisis Efektivitas
Pemekaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Maqasyid Syariah,” Jurnal Ekombis
Review, Vol. 11:2 (Juni 2023), HIm. 1877

8 Surya Akbar, “Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru
Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah,” Jurnal Jiaganis, Vol. 3, No 1, (Maret 2018), HIm 11-13
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Kelima, artikel jurnal karya Wida Safitri, Duwi YunitaSari dan Siti
Komariyah, dengan judul, “Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomian Daerah (Studi Kasus Tujuh Provinsi Hasil Pemekaran Wilayah Di
Indonesia)”. Jurnal ini membahas tentang pertumbuhan dan pengembangan serta
pengaruh yang ada di tujuh Provinsi, bahwa bisa dilihat secara nyata terdapat 5
Provinsi yang menunjukkan adanya perkembangan setelah terjadi pemekaran yaitu
Provinsi Maluku Utara, Provinsi Banten, Provinsi Kepulaun Bangka Belitung,
Provinsi Kepulaun Riau dan Provinsi Sulawesi Barat terjadi pemekaran. Sedangkan
pengaruh pemekaran belum terlihat di Provinsi Gorontalo dan Papua Barat yang
belum terlihat perkembangan sektor-sektor perekonomiannya.’

Berdasarkan pada tela’ah pustaka diatas, belum ada pihak yang meneliti dan
mengkaji pemekaran suatu wilayah dari segi tinjuan yuridis terhadap pemekaran
wilayah madura berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam Hal
yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada yaitu peneliti
berencana akan mengkaji aspek-aspek dan syarat-syarat apa saja yang perlu
diperhatikan apabila suau wilyah akan dimekarkan menjadi wilayah baru. Tentu
saja dalam konteks penelitian ini adalah wilayah Pulau Madura. Selain itu, peneliti
juga mengkaji dampak apa saja yang ditimbulkan pasca suatu wilayah dimekarkan

menjadi wilayah baru.

® Wida Safitri, Duwi Yunitasari Dan Siti Komariyah, Dengan Judul, “Pengaruh Pemekaran
Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomian Daerah (Studi Kasus Tujuh Provinsi Hasil Pemekaran
Wilayah Di Indonesia)”, Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi 2020, Vol VII (1), HIm 54-58
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F. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat
suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan dan juga
sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan
beberapa teori pada Hukum Islam yang relevan untuk menganalisis suatu pokok
permasalahan, yaitu teori hukum pemerintahan daerah dan teori maslahah
mursalah.

1. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah
daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan
masyarakat di wilayahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi
pemerintahan, mempercepat pembangunan lokal, dan memperkuat partisipasi
masyarakat dalam proses pemerintahan. Undang-Undang Republik Indonesia No.
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pelaksanaan
otonomi daerah, memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk
mengelola urusan pemerintahan secara mandiri.’® Studi terkini menunjukkan
bahwa penerapan otonomi daerah berfokus pada peningkatan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik melalui pengelolaan yang lebih dekat dengan
kebutuhan lokal.*.,

2. Teori Maslahah Mursalah

10 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
1 'Wibowo And Yusuf, ‘Keterlibatan Masyarakat Dalam Otonomi Daerah: Studi Kasus Di
Indonesia’.
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Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu Maslahah
dan Mursalah, kata Maslahah menurut Bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata
Mursalah yaitu “lepas” jadi kata Maslahah Mursalah menurut istilah adalah sesuatu
yang dianggap Maslahah namun tidak ada ketegasan hukum yang
merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun
menolak dari perkara tersebut.!? Dalam Maslahah mursalah penegasannya sebagai
sebuah metode kajian hukum dimulai dengan perumusan kaidah-kaidah yang
melalui sistem analisa induktif terhadap dalil-dalil hukum suatu perbuatan yang
berbeda satu sama lain namun memperlihatkan substansi ajaran yang sama.

Dari segi tata bahasa Arab, wazan dari mashlahat adalah maf’alat yang
mengandung arti “banyak”. Maksudnya yang ditunjukkan oleh arti kata asalnya
adalah “banyak terjadi” atau “banyak terdapat”.*® Sehingga dengan demikian dapat
dikatakan bahwa mashlahat adalah sesuatu yang banyak mendatangkan manfaat
atau kebaikan.

Secara etimologi kata al-maslahah sama dengan al-salah yang merupakan
kata benda (isim) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan,
benar, istiqgomah atau dipergunakan untuk menunjukan seseorang atau sesuatu itu
baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.** Terkadang dipakai
istilah lain yaitu istislah yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata mashlahat
atau istishlah ini diidentikan dengan al- Munasib yaitu berarti hal-hal yang cocok,

sesuai dengan tempat penggunaannya.

12 satria Effendi M. Zein, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

18 Luwis Ma’luf, Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-4 ’lam, Dar Al-Masyriq, Beirut, 1976, Cet.
XXIV.

14 Nawir Yuslem. Kitab Induk Usul Fikih. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007, HIm 135.
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Dari pengertian-pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja
yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan,
ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan mashlah Al-
mursalah.

G. Metode Penelitian

Kata penelitian merupakan terjemahan dari kata dalam Bahasa Inggris yakni
research yang terdiri dari kata yakni re yang berarti kembali dan search berarti
mencari. Sehingga kedua kata gabungan tersebut apabila digabungkan menjadi
mencari kembali. Namun dalam konteks keilmuan research diartikan mencari
kembali suatu pengetahuan atau disebut dengan penelitian.®®

Kemudian metode penelitian atau disebut juga dengan metode ilmiah
merupakan serangkaian prosedur sistematis dan logis tentang pencarian data yang
berkenaan dengan suatu pokok masalah yang kemudian dianalisis dengan tujuan
mendapatkan penyelesaian serta kesimpulan guna mendapatkan suatu rumpun
keilmuan baru.

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi
pustaka atau Library research.'® Jenis penelitian ini berkaitan dengan erat
dengan metode pengumpulan data pustaka, seperti membaca, mencatat,
mengolah, dan menganalisis. Adapun bahan-bahan pustaka yang penulis

gunakan adalah yang relevan dengan permasalahan yang sedang penulis

15 Dini Silvia Punia Dan Tuti Alawiyah, Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas
Akhir, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha limu, 2020), HIm. 1
16 Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Antropologi Indonesia.
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bahas dalam penelitian ini seperti dokumen peraturan perundang-
undangan, skripsi hukum, jurnal penelitian hukum, buku-buku, dan media
informasi lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat studi kasus yang merupakan suatu
rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan
mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada
tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisai untuk
memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.’

Studi kasus sendiri merupakan kejadian atau peristiwa bisa saja
sangat sederhana bisa juga sangat kompleks. Studi kasus merupakan
strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat
suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.
Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan
informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur
pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.'® Subjek
penelitian dapat saja berupa individu, kelompok, lembaga, maupun
masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian yuridis normatif

yakni suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara

17 Mudjia Rahardjo, ‘Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya”,
Maulana Malik Ibrahim Malang: Universitas Islam Negeri, 2017. HIm.3

18 Adhi Kusumastuti Dan Ahmad Mustamil Khoiron, “Metode Penelitian Kualitatif”,
Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019. HIm. 9
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meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.’® Dengan
menggunakan metode berpikir deduktif yakni dengan cara berpikir dan
mempertajam penalaran dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari
sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa benar dan
kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.?

Jenis pendektan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis
normatif adalah merupakan sesuatu dimana hukum dikonsepkan sebagai
apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan “law in books”
atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan
patokan atau acuan berperilaku manusia yang dianggap pantas.?

4. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.
Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim. Pada penelitian ini, peneliti
menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah sebagai bahan hukum primer. Sedangkan bahan
hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya penguat atau

penjelas dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam

19 Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudiji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), HIm. 13.

20 Sedarmayanti Dan Syarifudin Hidayat, Op. Cit, HIm. 23.

2L Amiruddin & Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum™, 2012, Raja
Grafindo Persada Jakarta.Hal 118
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penelitian ini berupa buku hukum administrasi negara, hukum tata negara,
jurnal, tesis dan disertasi hukum.

5. Analisis Data

Menganalisis data adalah suatu proses dalam menguraikan dan
menjelaskan data-data yang telah dikumpulkan dan telah diseleksi
berdasarkan kesesuain data dengan penelitian yang kemudian ditelaah
berdasarkan pada kerangka teori. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti
menganalisis data-data berdasarkan teori hukum pemerintahan Daerah dan
maslahah mursalah

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan untuk
memudahkan dalam memahami pemaparan hasil penelitian, maka penelitian ini
perlu disusun secara sistematis. Oleh karena itu peneliti membagi penelitian ini
dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah
pustaka, kerangka teori, metode Penelitian dan sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pemaparan teori-teori yang akan digunakan dalam
proses penelitian yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap pemekaran
wilayah madura berdsarakan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah perspektif Mashlahah Mursalah. Sehingga dalam bab ini akan
memaparkan beberapa teori antara lain: teori maslahah mursalah dan teori otonomi

daerah.
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Bab ketiga, akan memaparkan dan menjelaskan data-data yang memenuhi
kualifikasi atau syarat pemekaran wilayah baru yang di temukan di pulau Madura.

Bab keempat, akan berisi tentang hasil analisis yang merupakan jawaban-
jawaban dari rumusan masalah penelitian yang didasari pada data-data yang sudah
di olah pada bab sebelumnya.

Bab kelima, akan ditutup dengan kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap

hasil penelitian.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan kajian di atas, penelitian ini bisa disimpulkan
bawah dilihat dari Undang-Undang no 23 Tahun 2014 Madura belum mencukupi
syarat untuk dijadikan provinsi. Hal ini didasari pada kemampuan keuangan,
infrastruktur, luas daerah, kepadatan penduduk belum menunjukkan adanya alasan
mendesak untuk menjadikan Madura sebagai provinsi. Walaupun dari aspek
kekayaan alam dan kekayaan budaya Madura terhitung memadai namun lebih
banyak hal negatif yang ditimbulkan.

Dilihat dari perspektif Maslahah Mursalah dimana kesipan SDM untuk
mengelola pemerintahan, infrastruktur, dan kondisi keuangan yang belum
memadai, maka wacana Madura dijadikan provinsi jika dipaksakan akan
menimbulkan sistem pemerintahan daerah yang tidak maksimal, desakan
infrastruktur yang akan merambah pada anggaran lain, dan kemampuan keuangan

yang belum memadai.

B. Saran
Adapun saran yang bisa diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:
1) Bagi penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih
komprehensif, dimana pada penelitian ini analisi dan pengumpulan

datanya menggunkan library research. Penelitian selanjutnya bisa
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melengkapi dengan melakukan observasi lapangan untuk menghasilkan
data yang lebih komprehensif.

2) Bagi pemerintah, wacana Madura dijadikan provinsi adalah sesuatu yang
perlu diperhatikan dan dikaji secara mendalam. Dilihat dari aspek
Undanng-Undang wacana ini belum mencukupi syarat. Selain itu jika
wacana dipaksakan akan menimbulkan lebih banyak dampak negatifnya

dibandingkan dengan dampak positif yang didapatkan.
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